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Merdeka.com - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel menetapkan dua 

tersangka dalam dugaan korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU)Makassar, usai gelar perkara 

sejak kemarin. Keduanya adalah Sabri (51) sekretaris KPU Makassar dan Habibi (39) bendahara 

pengeluaran pembantu KPU Makassar. 

Keduanya sudah ditahan di Mapolda Sulsel siang tadi 13.57 Wita. Penetapan tersangka 

setelah hampir 40 saksi dimintai keterangan termasuk komisioner penyelenggara di tingkat bawah dan 

para ahli. 

“Sabri dan Habibi baru saja kita tetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan 

dana Hibah Kota Makassar pada KPU Makassar dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota tahun 2018 bersumber dari APBD Kota Makassar TA 2017 dan TA 2018 sebesar Rp 60 

miliar. Di antara puluhan miliar itu, dugaan korupsinya Rp 5 miliar,” kata Direktur Reserse Kriminal 

Khusus Polda Sulsel, Kombes Polisi Yudhiawan Wibisono, yang dikonfirmasi, Selasa (23/4) malam. 

Yudhiawan menjelaskan, kasus yang menjerat staf di KPU Makassar itu bermula dari 

ditemukannya Rencana Anggaran Biaya Pilwalkot Makassar Tahun 2018 yang tidak direalisasikan 

dan pungutan pajak yang tidak disetorkan ke kas negara/daerah. Antara lain, pengadaan barang jasa 

yang belum dibayarkan kepada penyedia jasa, pembayaran honor PPK dan PPS yang belum 

terbayarkan dan pajak yang telah dipungut mulai bulan November sampai bulan Oktober 2018 yang 

belum disetorkan ke kas negara daerah. 

Sebelum penetapan tersangka, katanya, dilakukan pemeriksaan saksi dari KPU Kota 

Makassar sebanyak sembilan orang, pemeriksaan rekanan, BPKAD, PPK dan PPS sebanyak 27 orang, 

pemeriksaan terhadap ahli inspektorat Kota Makassar, pemeriksaan terhadap ahli inspektorat KPU RI 

dan pemeriksaan terhadap ahli di Kemendagri. Selain itu, juga dilakukan audit perhitungan kerugian 

keuangan negara oleh BPKP perwakilan Sulsel. 

“Jadi tadi setelah dijemput, langsung diperiksa sebagai tersangka kedua orang tersebut dan 

malam ini dinyatakan ditahan,” jelas Yudhiawan Wibisono. 

https://www.merdeka.com/tag/k/kasus-korupsi/
https://makassar.merdeka.com/
https://www.merdeka.com/tag/polri/


Atas perbuatannya, keduanya akan disangkakan Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 UU Nomor 31 

Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 9 UU RI Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi junto Pasal 55 Ayat (1) Ke 1. 
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Catatan: 

Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP). 

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan 

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang 

ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 27 dinyatakan 

bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari 

saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri 

dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. 

Sementara berdasarkan Pasal 1 angka 28 dinyatakan bahwa keterangan ahli adalah keterangan 

yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk 

membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. 

Dalam proses penegakan hukum, tersangka juga dapat mengupayakan dan mengajukan saksi 

maupun ahli untuk memberikan keterangan saksi dan keterangan ahli yang dianggap bisa 

menguntungkan tersangka. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 65 KUHAP yang menyatakan bahwa 

tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang 

memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. 
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